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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat
dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat
disusun dan diselesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban PPID
BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang di susun sesuai dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan sesuai mekanisme
penyusunan laporan pada Surat Edaran Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI
Jakarta nomor 001/KIP-DKI/SE/I/2023 tentang Format Laporan Layanan Informasi
Publik Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi
PUDblik ini yaitu sebagai dokumen Laporan Kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta
dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dan untuk
memberikan informasi mengenai pelaksanaan layanan informasi, komunikasi dan
informasi, sarana dan prasarana, rincian pelayanan informasi publik jenis respon,
media respon, kendala’hambatan, yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan,
pelayanan, dan pendokumentasian informasi public yang telah dicapai dan rencana
tindak lanjut untuk peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan keterbukaan
informasi publik di BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan kami juga
sadar sepenuh hati jika dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih banyak
kekurangan serta keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan
saran untuk penyempurnaan di masa yang akan datang sehingga kami dapat
memberikan pelayanan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan informasi publik

Jakarta, 30 Januari 2023
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

TTD

Muhamad Arif Amien
NIP 197007051997031004
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A. | GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK
1.1 Kebijakan Umum Layanan Publik
implementasi regulasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia
yang telah terus mendorong dan menuntut instansi pemerintah untuk
terus berbenah diri, guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik,
terbuka, dan partisipatif. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP
mengamanatkan instansi pemerintahan sebagai Badan Publik termasuk
BPSDM Provinsi DKI Jakarta memenuhi hak warga negara Indonesia
dalam memperoleh akses informasi publik. Hak Warga Negara
Indonesia untuk memperoleh informasi pun diatur dalam Pasal 28 F yang
menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan
menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia. Bagi instansi pemerintah, memberikan dan membuka akses
informasi kepada masyarakat menjadi salah satu upaya yang ditempuh
untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Pengelola
Informasi dan Dokumentasi menjadikan BPSDM Provinsi DKI Jakarta
untuk bersikap transparan dan membuka akses yang luas kepada
masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta memberikan
layanan informasi melalui berbagai medium sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Kebijakan Bada Publik Terhadap Layanan Informasi
Badan Pengambangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
sebagai Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
memberikan layanan inforamasi publik melalui PPID. Penunjukan dan
penetapan Sekretaris BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebagai PPID
BPSDM Provinsi DKI Jakarta ditetapkan melalui Keputusan Kepala
BPSDM Provinsi DKI Jakarta nomor 152 tahun 2022 tentang Penunjukan



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSDM Provinsi
DKI Jakarta.

BPSDM Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi permohonan informasi publik
dapat disampaikan secara online melalui website pada link
https://bpsdm.jakarta.go.id/whistle-blower

1.3 Alur Permohonan Informasi Melalui PPID

(L -

BPSDM PROVINSI DKI JAKARTA

Keterbukaan Informasi Publik,
Hak Anda untuk Tahu!

ALUR PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK

Pemahon Informasi mengajukan permintaan
melalui website, email atau datang langsung ke
PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta

q 2

S N
PPID BPSOM OKI

MENGAJUKAN PERTANYAAN Meja Layanan Informasi

DATANG * Pemohon mengisi form
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+ Pemohon melampirkan
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10 + 7 HARI KERJA * Petugas me register

PEMINTAAN yang sudah
syarat

* PPID manynmpalkan surat tidak lengkap dalam waktu
maksimal 3 hari kerj
+ Pemohon melengkapu persyaratan dalam 3 hari kerja

« Petugas tidak melengkapi persyaratan dalam 3 hari kerja.
m maka permintaan informasi TIDAK DITINDAK LANJUTI

| off R

]
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MENGAJUKAN KEBERATAN “ /
0 b @ o

30 HARI KERIA
uﬂum:cm KEBERATAN JRHARIKEROA-

- o INFORMASI DKIJAKARTA
0 Kantor komis informasi rov. OKI
' «— B AR Cd. Graha Montal Lantai 7
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o BPSDM Provinsi DKI Jakarta | 0 BPSOM DKI Jakarta | o @bpsdmdki | e bpsdm@jakartago.id Jakarta

Semua indikator pengumuman dan penyediaan Informasi Publik serta
SOP Layanan Informasi Publik BPSDM Provinsi DKI Jakarta tersedian
pada laman https://bpsdm.jakarta.go.id/ppid.


https://bpsdm.jakarta.go.id/whistle-blower

Dalam pelaksanaan tanggung jawab, tugas dan wewenang PPID
BPSDM Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan GUbernur Nomor
175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan Keputusan
Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 tahun 2022 tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
BPSDM Provinsi DKI Jakarta dengan visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk
memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku”

Misi

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas,
benar dan bertanggung jawab. Membangun dan mengembangkan
sistem penyediaan dan layanan informasi. Meningkatkan dan
mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang
pelayanan informasi. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan

sederhana.

Il. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki
beserta kondisinya

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID BPSDM

Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan disediakannya fasilitas

sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani

permohonan Informasi Publik. Fasilitas tersebut terdiri dari: Ruangan

Desk/Meja loket Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon



informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada
lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
1. Kursi tamu;

Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;

1 (satu) unit printer;

o bk~ 0N

1 (satu) unit lemari arsip; dan 7. 1 (satu) filling kabinet.

Sarana Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi
publik yang datang langsung dapat menuju ke meja layanan informasi,
dan yang tidak langsung dapat mengunjungi Website resmi PPID
BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses oleh seluruh
masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link:
https://bpsdm.jakarta.go.id/ppid Website PPID memiliki 5 (lima) sub
menu, yaitu: sub menu profil , sub menu layanan dan informasi publik,

sub menu Regulasi, sub menu Struktur, dan Sub Menu Fungsi.

2.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik
beserta kualifikasinya

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses
yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban
informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta
pelayananan informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi
publik yang keseluruhanya dilaksanakan oleh PPID BPSDM Provinsi DKI
Jakarta. Sesuai dengan Keputusan Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Nomor 152 tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) BPSDM Provinsi DKl Jakarta pada
pelaksanaan tugas pelayanan Informasi publik dibantu oleh Sekretaris



2.3

BPSDM Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua PPID BPSDM Provinsi DKI

Jakarta yang terdiri dari Anggota dan Pelaksana sebanyak 11 orang.

Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan penggunanya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BPSDM Provinsi
DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dan 2023 BPSDM Provinsi DKI
Jakarta belum mengakomodir anggaran kegiatan PPID. Diharapkan
nantinya pada tahun anggaran 2024 BPSDM Provinsi DKI Jakarta akan
mencoba mengajukan anggaran secara khusus untuk menunjang
layanan informasi publik melalui berbagai kegiatan PPID di BPSDM
Provinsi DKI Jakarta.

[ll. Rincian Pelayanan Informasi Publik:

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah Permintaan Informasi Publik tertera pada Lampiran Laporan.

3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan

informasi publik dengan klasifikasi tertentu
Pelayanan PPID yang dilakukan BPSDM Provinsi DKI Jakarta
terbagi menjadi 2 jenis, yaitu langsung (tatap muka) dan tidak langsung
(Permohonan informasi online, email, dll). Waktu penyelesaian
pemenuhan informasi yang diminta berbeda antaran kedua jenis layanan

tersebut.

Pelayanan informasi langsung dilaksanakan melalui ruang layanan
PPID yang dimiliki BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Waktu penyelesaian
permohonan informasi pada jenis layanan ini lebih cepat dibanding
layanan informasi tidak langsung. Rata-rata penyelesaian informasi
dapat terselesaikan maksimal 3 jam setelah informasi tersebut diterima.
Sedangkan untuk yang tidak langsung memerlukan paling lambat 1 hari

kerja tergantung data yang diminta.

BPSDM Provinsi DKI Jakarta menaruh perhatian dalam kecepatan
pemenuhan permintaan informasi secara langsung. Rata-rata respon

pertama dalam pemenuhan informasi selesai pada hari yang sama.



Contohnya, permohonan informasi A mengajukan informasi terkait
persyaratan mengikuti seleksi Calon pegawai tugas belajar. Dari loket
akan langsung mengarahkan ke bidang terkait untuk memberikan
jawaban sehingga pada hari itu juga pemohon tersebut sudah bisa

mendapatkan jawaban.

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik
sebagian atau Seluruhnya
Berdasarkan rekap data Pelayanan Informasi Publik PPID BPSDM
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, permintaan informasi Publik yang
dikabulkan seluruhnya sebanyak 15 permohonan.
3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasanya
Berdasarkan rekap data Pelayanan Informasi Publik PPID BPSDM
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, Permintaan informasi yang ditolak
tidak ada.
IV. Jumlah keberatan yang Diterima
Pada Tahun 2022, tidak ada permohonan informasi yang
mengajukan sengketa informasi kepada Badan Pengembanagan
Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.
V. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan
Informasi Publik
5.1 Kendala Eksternal
Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang
dilakssanakan oleh PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta, terdapat
hambatan dalam kaitanya dengan eksternal organisasi yaitu pemohon
informasi tidak melakukan pencarian terlebih dahulu melalui website
BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan sering terjadinya pemohon yang salah
tujuan mencari informasi seperti ada yang menanyakan masalah
sengketa tanah ke BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
5.2 Kendala Internal
Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang
dilaksanakan oleh PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta, terdapat

beberapa hambatan dalam kaitanya dengan internal organisasi di



antaranya:

1. Sumber Daya Manusia di BPSDM Provinsi yang sangat terbatas

dalam penyelenggaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Keterbatasan jumlah ini

menjadi salah satu faktor penyebab

koordinasi yang kurang dalam memberikan informasi pelayanan.

2. Sosialisasi standar layanan PPID di lingkungan BPSDM Provinsi DKI

belum berjalan dengan lancar.

3. Belum tersedianya anggaran khusus untuk pelaksanaan PPID di
BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan

kualitas layanan Informasi Publik

6.1 Rekomendasi

Berdasarkan penilaian dan hasil monitoring dan evaluasi layanan
informasi publik pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, komisi

Informasi Provinsi DKI Jakarta merekomendarikan hal-hal berikut ini

kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI

Jakarta untuk dilengkapi:

No | Indikator Keterangan

1 Pengumuman Informasi Publik | Belum mengumumkan informasi laporan
keuangan Badan Publik Tahun 2021
berupa lampiran bukti laporan yang sudah
di audit
Belum menginformasikan Rencana Kerja
dan Anggaran Tahun 2021-2022

2 Penyediaan Informasi Publik Belum Menyediakan dokumen laporan

keuangan Bdan Publik yang telah diaudit
dalam rentang waktu tahun 2020 sampai
dengan tahun 2021

Belum menyediakan laporan tentang data
aset/ Barang Milik Negara

Belum menyediakan informasi laporan
akses Informasi Publik Badan Publik Tahun
2021

Belum Membuat ringkasan permohonan &
keberatan informasi publik tahun 2021-




2022

SOP Layanan Informasi Publik.

Belum Memiliki SOP Daftar Informasi Publik
(DIP)

Belum Memiliki SOP Daftar Informasi
Dikecualikan

Mesti terdapat Standar biaya dalam
Layanan Informasi

Pengembangan IT

Belum Memiliki website atau menu khusus
PPID

Belum Memiliki menu / tools yang dapat
menerima Permohonan Informasi dan
pengajuan Keberatan secara online

6.2 Rencana Rindak Lanjut

No

Indikator

Tindak Lanjut

Pengumuman Informasi Publik

Telah mengumumkan informasi laporan
keuangan Badan Publik Tahun 2021
berupa lampiran bukti laporan yang sudah
di audit

Telah menginformasikan Rencana Kerja
dan Anggaran Tahun 2021-2022

Penyediaan Informasi Publik

Telah Menyediakan dokumen laporan
keuangan Bdan Publik yang telah diaudit
dalam rentang waktu tahun 2020 sampai
dengan tahun 2021

Telah menyediakan laporan tentang data
aset/ Barang Milik Negara

Telah menyediakan informasi laporan
akses Informasi Publik Badan Publik Tahun
2021

Telah Membuat ringkasan permohonan &
keberatan informasi publik tahun 2021-
2022

SOP Layanan Informasi Publik.

Telah Memiliki SOP Daftar Informasi Publik
(DIP)

Telah Memiliki SOP Daftar Informasi




Dikecualikan

Telah mebuat Standar biaya dalam
Layanan Informasi

Pengembangan IT Telah Memiliki website atau menu khusus
PPID

Belum Memiliki menu / tools yang dapat
menerima Permohonan Informasi dan
pengajuan Keberatan secara online

Selain hal tersebut di atas, terdapat rencana tindak lanjut pelaksanaa
pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksankan oleh PPID
BPSDM Provinsi DKI Jakarta pada waktu yang akan datang untuk
meningkatkan kualaitan pelayanan dan keterbukaan informasi publik
diantaranya:

1. Akan melaksanakan rapat kooordinasi internal untuk menyatukan
persepsi dalam memberikan layanan informasi publik.
2. Akan selalu memberikan jawaban yang cepat, tepat dan akurat baik dari

permohonan langsung dan tidak langsung.

. Saran dan Kesimpulan

PPID BPSDM Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat mengelola dan
melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala dan
melakukan koordinasi serta mengikuti bimbingan teknis dengan PPID
Provinsi DKI jakarta untuk dapat melaksanakan penginputan pada sistem
yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
selaku PPID Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang tersedia
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur
Nomor 175 tahun 2016, agar seluruh dokumen informasi publik dapat

terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan keseluruhan wuraian dari laporan ini, maka dapat

disimpulkan bahwa Daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di

9




PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
masih perlu perbaikan sehingga BPSDM Provinsi DKI Jakarta akan terus

meningkatkan pelayanan dan dokumentasi.
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Lampiran Layanan Informasi yang melalui digital (website, Hotline pengaduan
dan sosial media
1. Website/Situs/Portal Resmi (utama)

karta  +

psdm jakarta.go.id

% bpsdm (Ej Beronda  ProISKPD+ Informosiv  Publikosi~  ProdukHukum+  KontakKami

>
Core Value ASN B?'ﬁ'ﬂﬁ%

Farmonis ool Adaptt Koloborott

Berorientasi Pelayanan Loyal
Kami berkomitmen memberikan pelayanan @ Kami Berdedikasi dan mengutamakan
prima demi kepuasan masyarakat kepentingan bangsa dan negara

Akuntabel =
Kami bertanggung jawab atas kepercayaan @ Kami membangun kerja sama
yang diberikan yang sinergis

Kolaboratif

Kami terus belajar dan mengembangkan Kami terus berinovasi dan
Kapabilitas antusias dalam menggerakkan
Harmonis serta menghadapi

©
D
o Kompeten o Adaptif
@

Kami saling peduli dan menghargai perubahan #m:m joch
perbedaan bong!u

BPSDM Provinsi DK Jokarta X+

¢ C @ bpsdmjakartagoid/#

Zb\gsdf’n @mww Beronda  ProfiSKPD . Informasi .  Publikasi . ProdukHukum .  Kontak Kami

% =
: s N Y

Kalender Diklat Produk Hukum Pengumuman Sistem Informasi Whistle Blower PPID

GRAFIK

Jumlah Pengunjung Podcast Rabu Belajar

BPSDMProvinsi DKl Jakata X +

C @ bpsdmijakartago.d/*

‘74 bpsdfT\ (EL Beranda  ProfilSKPD . Informasi .  Publikasi . Produk Hukum .  Kontak Kami

KEGIATAN

— 09 Aug 2023 o1Aug2023 | 25 Jul 2023
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mayors and Governors Meeting of the ASEAN Rapat Kerja Komisi A DPRD Provinsi DKI
Provinsi DKI Jakarta Menerima Penghargaan Capital (MGMAC) dan ASEAN Mayors Forum Jakarta
Sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah (AMF) g ;

Berprestasi Tahun 2023

anggal 31 Juli 2023

Kl Jakarta

READ MORE —+
READ MORE




2. Menu Dokumen Publik Terkait Informasi Publik Yang Dapat Di Unduh

BPSDM Provinsi DKI Jakarta x +

C @ bpsdmjakartago.id/produk-hukur

c.-_l-: Beranda Profil SKPD Informasi Publikasi Produk Hukum v Kontak Kami
- JakCorpU
Nama Download
PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 Download
Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 Download
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 Download
Tentang Informasi Geospasial
Peraturan Pemerintah R | Nomor 61 Tahun 2010 Download

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 42 Tahun 2021 Download
Tentang Dukungan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Penanganan Perkara Lainnya " )
Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 Download

Layanan Informasi Publik

7 tx’_')Sdf'n =i" Berand Profil SKPD Inf i
A Provinsi DKI Jakarta (E_'J_ak(:orpu eranda o) nformasi

. Stanoart biaya Layanan niormasi Fubiik | Linat |

- Alur Mekanisme Permohonan Informasi Publik [ Lihat ]

. Alur Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi [ Lihat |

A ow o

. Alur Mekanisme Pengujian Konsekuensi Informasi Publik [ Lihat ]

o

. Alur Mekanisme Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Informasi [ Lihat ]
Alur Mekanisme Pengajuan Dokumentasi Dan Pengarsipan PPID [ Lihat ]
Alur Mekanisme Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan [ Lihat ]

Alur Mekanisme Penetapan Dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik [ Lihat ]

© ® N o

. Alur Mekanisme Sengketa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [ Lihat ]
SOP PPID

1. Daftar Informasi Publik [ Download ]
2. Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan [ Download |

Rencana Kerja

1. Rencana Kerja Tahunan 2020 [ Download ]
2. Rencana Kerja Tahunan 2021 [ Download ]
3. Rencana Kerja Tahunan 2022 [ Download ]
4. Rencana Kerja Tahunan 2023 [ Download ]
Laporan
1. Laporan Keuangan 2020 [ Download ]
2. Laporan Keuangan 2021 [ Download ]
3. DPA Perubahan APBD-P Tahun 2021 [ Download ]
4. DPA Perubahan APBD-P Tahun 2022 [ Download ]
5. Laporan Data Aset BPSDM Provinsi DKI Jakarta [ Download ]
6. Laporan Kerja Instansi Pemerintah BPSDM Tahun 2022 [ Download ]

Bukti LHKPN Pejabat BPSDM Provinsi DKI Jakarata

1. LHKPN 1 [ Download ]
2. LHKPN 2 [ Download ]

12



3. Rekap Jumlah Pengunjung/ Viewers Website

+ Selengkapnya

LINK TERKAIT

Ejakarta.go.id

Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta

= = ™ /BERITA
@ MON4sS B2 m ERRERIACRENPATY 5 g_/JAif&R_TA ‘

24 Mar 2022

Webinar Pengelolaan |

Sosial Media Kami l

[fiQoy

Total Pengunjung : oHZasSEs

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH “ j‘akarta’ iait feity

PROVINSI DKI JAKARTA

© 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia DKI Jakarta

4. Rekap jumlah pengunduh/ downloader dokumen publik tekait informasi
publik

e

Provinsi DKI Jakarta

"E_'JakCoer

Beranda Profil SKPD

. Slangart blaya Layanan mnionmast FuDiiK L Linat |

Alur Mekanisme Permohonan Informasi Publik [ Lihat ]

Alur Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi [ Lihat ]

Alur Mekanisme Pengujian Konsekuensi Informasi Publik [ Lihat ]

Alur Mekanisme Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Informasi [ Linat |

Alur Mekanisme Pengajuan Dokumentasi Dan Pengarsipan PPID [ Lihat ]
Alur Mekanisme Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan [ Lihat ]

Alur Mekanisme Penetapan Dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik [ Lihat ]

el A o

. Alur Mekanisme Sengketa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [ Lihat ]
SOP PPID

1. Daftar Informasi Publik [ Download ]

2. Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan [ Download ]
Rencana Kerja

1. Rencana Kerja Tahunan 2020 [ Download |
2. Rencana Kerja Tahunan 2021 [ Download ]
3. Rencana Kerja Tahunan 2022 [ Download ]
4. Rencana Kerja Tahunan 2023 [ Download |

Laporan

. Laporan Keuangan 2020 [ Download ]

Laporan Keuangan 2021 [ Download ]

. DPA Perubahan APBD-P Tahun 2021 [ Download ]

DPA Perubahan APBD-P Tahun 2022 [ Download ]

Laporan Data Aset BPSDM Provinsi DKI Jakarta [ Download ]

. Laporan Kerja Instansi Pemerintah BRSDM Tahun 2022 [ Download ]

oo e e

Bukti LHKPN Pejabat BPSDM Provinsi DKI Jakarata

1. LHKPN 1 [ Download ]
2. LHKPN 2 [ Download ]
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5. website atau menu khusus PPID

BPSDM Provinsi DKI Jakarta ey +

<« C & bpsdmjakartago.id

/4 wsdij (-ib___ Beronda  Profil SKPD Informasi Publikasi Produk Hukum Kontak Kami

JakCorpU

PROFIL REGULASI STRUKTUR FUNGSI LAYANAN DAN INFORMAS!

Profil PPID

anatk m Peraturan Pemerintah

la BPSDM Prov

ik, Keg

Visi dan Misi PPID

3 pelayanan

tuk memenuhi hak pemohon informasi se

6. Kelengkapan Profil PPID sesuai dengan SK

PROFIL REGULASI STRUKTUR FUNGSI LAYAMNAN DAN INFORMAS|

Profil PPID

Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Momor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta menetapkan
Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan BPSDM DKI Nomor 152 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pangelola
nformasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.

Masing-masing PPID pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan,
pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

Visi dan Misi PPID

V. .,
1.

Terwujudnya pelayanan informasi yanng transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Misi :

151 .

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.

. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.

W=

Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi DK Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

. Memberikan pelayanan informasi yang prima.

[

Memberikan kemudahan kepada publik.

w

. Menyediakan dan memberikan informasi publik.




7. Website/Situs// Portal PPID memiliki menu/ tools menerima permohonan

informasi dan pengajuan keberatan secara online:

BPSDM Provinsi DKI Jakarta x +

<« C & bpsdmjakartago.d

WHISTLE BLOWER

Dalam rangka menjaga serta meningkatkan reputasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta, diperlukan sarana dan sistem pengendalian risiko melalui partisipasi aktif Jajaran Pegawai
BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan stakeholders lainnya untuk menyampaikan laporan pengaduan pelanggaran disiplin yaitu perbuatan atau indikasi fraud, non fraud dan/atau

pelanggaran lainnya yang dapat merugikan masyarakat ataupun BPSDM Provinsi DKI Jakarta itu sendiri.

Hal ini merupakan bagian dari sistem pengendalian fraud yang salah satu diantaranya mencakup mekanisme Whistle Blowing System (WBS). Dalam implementasinya, Strategi
Anti Fraud (SAF) telah menyediakan media pelaporan pengaduan pelanggaran tersebut secara langsung kepada Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Pelapor dapat menggunakan sarana yang telah disediakan yaitu :

LAPOR

Sebagar wujud komitmen BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan maka BPSDM Provinsi DKI
Jakarta akan memberikan:

« Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor

« Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan -

Whistleblowing System
BPSDM Provinsi DKI Jakarta

iabiedy g com Ganti akun @

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload
file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diis

Nama Lengkap Anda *

Jawaban Anda

NIK *

Upload KTP *

15



8. Akun Media Sosial BPSDM Provinsi DKI Jakarta

bpsdmdki Following Message  +2

1.217 posts 10.6K followers 139 following

BPSDM PROVINSI DKI JAKARTA

“Terdepan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bertaraf Intemasional”
¥ Kiik untuk Informasi lebih lengkap
linktr.ee/bpsdmdki

3 =2 e

@ posTS

Agenda

BPSDM Provins| DKI Jakarta

BPSDM Provinsi DKI
Jakarta

3K followers « 0 following

© Message @ Follow

Q Search

About Mentions Reviews Followers Photos More *

Intro 25 Filters

0 Page - Government organization

BPSDM Provinsi DKI Jakarta
@ n-Q
Hai Rekan ASN Jakarta dan Warganet!

W Not yet rated (2 Reviews) €
Pegangsaan Dua adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Kelapa

Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara. Kelurahan Pegangsaan Dua
yang memiliki potensi, inovasi serta strategi dalam mencapai target
program-program yang pemberdayaan Masyarakat.

Tepat 1 bulan lalu Kelurahan Pegangsaan Dua berkesempatan
mengikut Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Regional Tahun
2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina
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BPSDM DKI JAKAR

dan 3 link lainnya

KOMUNITAS CHANNEL TENTANG

Deskripsi Statistik

Akun Resmi BPSDM Provinsi DKI Jakarta Bergabung pada 10 Apr 2019
Channel ini dikelola oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Memberikan Konten-konten Edutaiment 1.106.587 x ditonton

F]

Detail

Lihat alamat email

a ¢ @
BPSDM DKI JAKARTA e
@bpsdmdkijakarta 14,2 b subscriber 267 video .
Akun Resmi BPSDM Provinsi DKI Jakarta >
dm.jakarta.go.id dan 3 link lainnya
BERANDA VIDEO LIVE PLAYLIST KOMUNITAS CHANNEL TENTANG

Ayo Laporkan Pengembangan Kompetensi!

Tutorial Pelaporan Riwayat Pengembangan Kompetensi Pegawai

)M DKI J A - 12 b x ditonton in yang lalu

TUTORIAL

Video populer P Putar semua

S KEBIAKANPENGADAAN ) ﬂ
Microlearning-Aparatur Sipil i Micro Learning-Sistem Merit- : Micro Learning-Fungsi dan i Microlearning Swakelola - i Micro Learning-Pengadaan i Micro Learning-Pengadaan

Negara-Budi Sukmajadi Abdul Khalik Peran Aparatur Sipil Negara.. Pengertian Oleh Nur Basuki Barang Jasa Pemerintah-. Barang Jasa Pemerintah-.

Jadwal Diklat Perbulan 2019 P Putar semua

| >, +—A @
Jadwal Pengembangar 9 °
Xompetens - - (i O

Mei 2 || pencemBaNGAN
N |
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9. Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi

BPSDM PROVINS! DKI JAKARTA
eterbukaan Informasi Publik,

ALUR PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK

18



%~ Provinsi DKl Jakarta

BPSDM PROVINSI DKI JAKARTA

Keterbukaan Informasi Publik,
Hak Anda untuk Tahu!

ALUR PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK

Alur permohonan
Informasi Publik



11. Rekapitulasi Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2022

Bulan Permohonan Informasi Mekanisme Permohonan Jenis Informasi yang diminta Pelayanan Permohonan Informasi Sengketa Informasi
Dikabulkan Ditolak
Individu Badan Kelompok Langsung Tidak Laporan Laporan Kontrak Laporan Hasil Lain-lain Seba | Selur Dikecuali Tidak Belum
Hukum Orang Langsung Keuangan Tahunan Kerja Pemeriksaan gian uhny kan Dikuasai Didokument
a asikan
Januari
Februari 1 1
Maret 1 1 1
April 1 1 1
Mei 1 1 1 1
Juni 1 1 1 1
Juli 2 1 2 2
Agustus 6 3 6 6
September 2 1 2 2
Oktober
November
Desember
Total 12 3 7 1 1 12 15
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